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ABSTRAK 

 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui bagaimana penerapan 

Peraturan Walikota Tomohon No 30 Tahun 

2019 dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis dan bagaimana 

pemahaman masyarakat mengenai 

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi 

Kota Tomohon dalam Pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

Rumah tangga, yang dengan metode 

penelitian yuridis normatif disimpulkan : 

Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini 

Dinas Lingkungan Hidup dandalam 

melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat 

berdasarkan Peraturan Kota Tomohon 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangaa sudah berjalan 

sesuai regulasi namun belum 

maksimalkarena masih banyaknya 
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masyarakat yang mengeluh akan kurangnya 

sarana prasarana yang disediakan oleh 

pemerintah dan tidak tersentuhnya dengan 

fasilitas pelayanan persampahan yang 

dirasakan. Pemahaman masyarakat akan 

peraturan walikota tomohon nomor 30 

tahun 2019 tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga belum tersampaikan cukup 

luas terhadap masyarakat maka dari itu 

perlunya penambahan sosialisasi yang lebih 

intens melihat akan ketidaktahuan 

masyarakat terhadap aturan walikota 

nomor 30 tahun 2019 sehingga sebagian 

masyarakat masih saja melanggar aturan 

yang terdapat di dalam Peraturan Walikota 

tersebutsertatidak terlaksananya peran 

masyarakat diakibatkan kurangnya 

pemahaman terhadap pengelolaan sampah 

berdasarkan Peraturan Walikota tersebut 

yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya 

program persampahan yang merupakan 

peran pemerintah. 

 
Kata Kunci : Sampah; Jenis-jenis Sampah; 

Sampah Padat; Penggolongan Sampah 

Menurut Sumbernya; Kebijakan; Strategi; 

Lingkungan Hidup; Permendagri 120 tahun 

2018 tentang Perubahan Permendagri 80 

tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 

 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada hakekatnya 

merupakan subyek dan obyek 

pembangunan guna terwujudnya cita-cita 

masyarakat adil dan makmur tentu saja 
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mempunyai tugas, peran dan tanggung 

jawab yang besar guna perwujudan cita-cita 

termaksud. Karena pada akhirnya manusia 

harus bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri, orang lain dan akhirnya pada 

lingkungannya, demi kebaikan dan 

kepentingan bersama. 5 

Sampah merupakan salah satu 

masalah besar dalam lingkungan hidup yang 

diakibatkan oleh faktor manusia yang 

hingga saat ini belum bisa ditangani dengan 

baik terutama di negara-negara 

berkembang. Bertambahnya jumlah 

penduduk yang pesat berdampak pada 

tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut 

meningkatkan jumlah sampah yang 

dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah 

yang dihasilkan tidak sebanding dengan 

perbaikan dan peningkatan sarana dan 

prasarana pengelolaan sampah sehingga 

mengakibatkan permasalahan sampah 

menjadi kompleks, antara lain sampah tidak 

tersangkut dan terjadi pembuangan 

sampah liar, sehingga menimbulkan 

berbagai penyakit, lingkungan kotor, 

pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, 

bencana banjir dll.6 

 
 

 
 

 
 

5Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum 

Perusahaan, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 

101. 
6Ni Komang Ayu Artiningsih, “Peran Serta 

Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang), Tesis, 

Kota Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro 

Semarang,2008, hal. 9. 

Mengingat bahwa permasalahan 

sampah ini tidak lagi merupakan masalah 

ringan sehingga negara secara serius telah 

memberikan perhatian terhadap 

permasalahan  lingkungan  dengan 

dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Dan Pengolahan 

Lingkungan Hidup, Undang- Undang No. 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

dan khusus untuk Kota Tomohon telah 

memiliki peraturan sendiri mengenai 

pengelolaan sampah yaitu peraturan 

Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Kebijakan dan Strategi Kota 

Tomohon dalam Pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

Rumah tangga tentang Pengelolaan 

Sampah. Permasalahan yang sama juga 

dialami di daerah pemukiman penduduk 

dan daerah sekitar pasar kota Tomohon. 

Sampah  juga merupakan 

permasalahan yang tidak ada habisnya 

meskipun telah diatur dalam Peraturan 

Walikota Kota Tomohon No. 30 Tahun 

2019, namun lingkungan di daerah tersebut 

masih saja terlihat kumuh dan 

menimbulkan bau tidak sedap disebabkan 

karena masyarakatnya yang masih saja 

melakukan pembuangan  sampah 

sembarangan hingga menyebabkan sampah 

berserakan memenuhi pemukiman rumah 

warga dan disepanjang pasar. Selain 

menyebabkan banjir, tumpukan sampah 

tersebut juga dapat mencemari 

pemandangan dan objek wisata yang ada di 

kota Tomohon sehingga mengurangi 
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keindahan kota sebagai kota pariwisata 

yang dapat mempengaruhi perekonomian 

di kawasan tersebut yang dimana sebagian 

besar masyarakatnya berprofesi sebagai 

petani dan pedagang. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan 

Walikota Tomohon No 30 Tahun 

2019 dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat 

mengenai Peraturan Walikota 

Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Kebijakan dan Strategi Kota 

Tomohon dalam Pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah Rumah tangga? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif dengan 

melakukan penelitian menganalisa pasal- 

pasal dalam peraturan perundang- 

undangan. 

 
PEMBAHASAN 

A. Penerapan Peraturan Walikota 

Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 Dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

 
Berdasarkan hasil wawancara saya 

dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kota Tomohon. Penulis menggali informasi 

mengenai bagaimana pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga yang baik bagi masyarakat di 

Kota Tomohon sesuai dengan Peraturan 

Walikota TomohonNomor. 30 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Sampah. Menurut 

kepala dinas : “Pengelolaan yang selama ini 

kami terapkan di wilayah Kota Tomohon 

dan sekitarnyaselalu merujuk pada 

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 

Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga”. 

Penanganan sampah berdasarkan 

pasal diatas di mulai dari pemilahan sampah 

dengan memisahkan 5 (lima) jenis sampah 

yakni sampah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun), sampah mudah terurai, sampah 

yang dapat digunakan kembali, sampah 

yang dapat didaur ulang dan sampah 

lainnya dengan memberi tanda sesuai lebel 

dan warna wadah. 

Kemudian pengumpulan sampah 

merupakan proses pengambilan sampah 

mulai dari tempat penampungan atau 

pewadahansampai ke tempat pembuangan 

sementara (TPS) teknik pengumpulan 

sampah dibagi menjadi dua yakni dengan 

teknik individual yang merupakan proses 

pengumpulan sampah yang dimulai dari 

sumber sampah kemudian diangkut ke 

tempat pembuangan sementara/TPS 

sebelum dibuang ke TPA sedangkan teknik 

komunal yaitu teknik pengumpulan sampah 

dari sumber sampah ke tempat 

penampungan sampah komunal yang telah 

disediakan atau ke truk sampah yang 

disediakan pada titik pengumpulan 
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kemudian diangkut ke TPA tanpa proses 

pemindahan.7 

Adapun pengelolaan sampah berdasarkan 

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah 

rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga adalah sebagai berikut : 

-Pengurangan sampah meliputi : 
 

a. Pembatasan timbunan sampah ; 

b. Pendauran ulang sampah dan/atau; 

c. Pemanfaatan kembali sampah. 

 
Dalam melakukan pendauran ulang 

sampah produsen dapat menunjuk pihak 

lain. Pihak lain dalam melakukan pendauran 

ulang, wajib memiliki izin usaha dan/atau 

kegiatan. Dalam hal pendauran ulang 

sampah untuk menghasilkan kemasan 

pangan, pelaksanaan pendauran ulang 

wajib mengikuti ketentuan peraturan 

perundangan-undangan di bidang 

pengawasan obat dan makanan. Namun 

sedikit mengomentari dari solusi yang 

diberikan Pemerintah Kota Tomohon 

melalui Peraturan Walikota Nomor 30 

Tahun 2019 ini, penulis berpendapat bahwa 

program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan 

Bank Sampah ini lebih rumit dari yang 

sebelumnya seperti pemilahan sampah 

dengan cermat harus dilakukan sendiri oleh 

masyarakat, pengangkutan sampah kembali 

diberlakukan, serta manfaat yang akan 

diperoleh oleh masyarakat. 
 

 

7Ni Komang Ayu Artiningsih, Tesis, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 28. 

Yang menjadi pertanyaan apakah 

masyarakat telah paham akan hal tersebut? 

dan apakah Pemerintah Kota Tomohon 

telah melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) dan Bank Sampah berdasarkan 

Peraturan Walikota Tomohon Nomor30 

Tahun 2019 akan dibahas dan dianalisis 

dalam bab selanjutnya. 

Dalam peraturan walikota tomohon 

tentang kebijakan dan strategi kota dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga 

disebutkan sampah rumah tangga adalah 

sampah yang berasal dari kegiatan sehari 

hari dalam rumah tangga yang tidak 

termasuk tinja dan sampah spesifik. 

Sampah sejenis sampah rumah tangga 

adalah sampah rumah tangga yang berasal 

dari kawasan komersial, kawasan industry, 

kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas 

umum, dan fasilitas lainnya. 

Kebijakan dan strategi daerah 

pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga yang 

selanjutnya disebut jakstrada adalah arah 

kebijakan dan strategi dalam pengurangan 

dan penanganan sampah rumah tangga 

tingkat daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota yang terpadu dan 

berkelanjutan. Arah kebijkan jakstrada 

memuat tentang pengurangan sampah, 

penanganan sampah, strategi, program, dan 

target pengurangan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 
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B. Pemahaman Masyarakat Tentang 

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga 

 
Melirik dari pembahasan 

sebelumnya mengenai pengelolaan sampah 

yang baik bagi masyarakat kota Tomohon 

demi terciptanya lingkungan masyarakat 

yang bersih dan sehat dimana hal tersebut 

merupakan tugas dan fungsi dari 

pemerintah daerah namun peran serta 

masyarakat juga dianggap penting dalam 

mewujudkan hal tersebut. Dari data yang 

penulis dapatkan mengenai tingkat 

partisipasi masyarakat dalam hal 

pengelolaan sampah cukup baik, meskipun 

belum seluruhnya masyarakat memahami 

aturan yang ada tersebut. 

Melalui proses  penelitian 

berupapengumpulan  data  dan 

kuesioner/wawancara sebanyak 25 orang 

responden, penulis berhasil mendapatkan 

informasi dari beberapa masyarakat yang 

tinggal di Kota Tomohon. Penulis mulai 

menggali informasi mengenai pemahaman 

masyarakat terhadap Peraturan Walikota 

Tomohon No. 30 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

“Mengenai larangan membuang sampah 

sembarangan masyarakat pada umumnya 

mengetahui, tapi untuk peraturan 

daerahnya atau peraturan walikotanya 

masyarakat tidak pernah dengar, 

mengetahui atau memahaminya danada 

bak sampah yang disediakan pemerintah 

tapi sikap masyarakat yang tidak peduli 

menyebabkan penimbunan sampah 

dimana-mana serta kebersihan lingkungan 

tidak terjaga. 

Pemahaman masyarakat tentang Peraturan 

Walikota Tomohon No. 30 Tahun 2019 

masih belum di pahami dengan jelas 

dikarenakan dinaslingkungan tidak pernah 

mensosialisasikan bagaimana pengelolaan 

sampah dan penanganan sampah dengan 

baik, tapi jika disosialisasikan pasti 

masyarakat paham dan ikut berpartisipasi”. 

Bentuk peran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dapat berupa : 

a. Menjaga kebersihan lingkungan. 

Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tanpa adanya peran 

serta masyarakat semua program 

pengelolaan persampahan yang 

direncanakan  akan sia-sia. 

Membiasakan masyarakat pada tingkah 

laku yang sesuai dengan program 

persampahan yaitu merubah persepsi 

masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah yang benar dan merubah 

kebiasaan masyarakat  dalam 

pengelolaan sampah yang kurang baik 

merupakan salah satu peran yang 

sangat penting dan harus dilaksanakan 

masyarakat agar lingkungan tetap dalam 

kondisi bersih dan sehat. 

b. Peran Pemerintah 

Peran pemerintah tak lain adalah 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

membuat program-program persampahan 
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Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang dalam hal ini 

dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tomohon. 

 
PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pemerintah Kota Tomohon dalam 

hal ini Dinas Lingkungan Hidup dandalam 

melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat 

berdasarkan Peraturan Kota Tomohon 

Nomor30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangaa sudah berjalan 

sesuai regulasi namun belum maksimal 

karena masih banyaknya masyarakat yang 

mengeluh akan kurangnya sarana prasarana 

yang disediakan oleh pemerintah dan tidak 

tersentuhnya dengan fasilitas pelayanan 

persampahan yang dirasakan. 

Pemahaman masyarakat akan 

peraturan walikota tomohon nomor 30 

tahun 2019 tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga belum tersampaikan cukup 

luas terhadap masyarakat maka dari itu 

perlunya penambahan sosialisasi yang lebih 

intens melihat akan ketidaktahuan 

masyarakat terhadap aturan walikota 

nomor 30 tahun 2019 sehingga sebagian 

masyarakat masih saja melanggar aturan 

yang terdapat di dalam Peraturan Walikota 

tersebut serta tidak terlaksananya peran 

masyarakat diakibatkan kurangnya 

pemahaman terhadap pengelolaan sampah 

berdasarkan Peraturan Walikota tersebut 

program persampahan yang merupakan 

peran pemerintah. 

 
B. SARAN 

Peraturan Walikota Tomohon 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga merupakan 

peraturan yang belum dikenal luas oleh 

masyarakat Kota Tomohon untuk itu 

diperlukan sosialisasi tentang peraturan 

tersebut agar masyarakat tahu bagaimana 

pengelolaan sampah yang baik. 

Dinas Lingkungan Hidupdiharapkan 

dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

dalam menerapkan Peraturan Walikota 

Tomohon Nomor. 30 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

dengan baikdan diharapkan kepada 

masyarakat agar senantiasa ikut berperan 

aktif membantu pemerintah dalam menjaga 

kebersihan dan kesehatan lingkungan. 
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